
WALi KOTA PALEMBANG 

PROVINS! SUMATERA SELATAN. 

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG 

NOMOR 3'-{ TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Menimbang 

Mengingat 

KOTA PALEMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA PALEMBANG, 

a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden 
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 
salah satu isinya menghapus Deputi Partisipasi Masyarakat, 
perlu dilakukan penataan susunan organisasi clan tata kerja 
di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Palembang dengan mempedomani 
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Palembang; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang ..... 



, 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagannana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang , 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan PresideI,J. Nomor 65 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 15); 

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 826); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181); 

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 
Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2022 Nomor 6); 

11. Peraturan ..... 
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11. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Palembang; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNG$I 
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALEMBANG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Palembang (Berita Daerah Kota 
Palembang Tahun 2022 Nomor 62), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi: 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. 

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan; 
d. Bidang Pemenuhan Rak Anak; 
e. Bidang Perlindungan Perempuan; 
f. Bidang Perlindungan Khusus Anak; 
g. Unit Pelaksana Teknis; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wall 
Kota ini 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Bagian ..... 
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Bagian Ketiga 
Bidang Kualitas Hidup Perempuan 

Pasal9 

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertangung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang 
Kualitas Hidup Perempuan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan 
mempunyai fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan 

pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan 
perempuan politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang 
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 
kesetaraan gender, bidang penguatan dan 
pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan 
perempuan, lembaga penyedia layanan kualitas 
keluarga. 

b. pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan 
pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan 
perempuan dibidang politik, hukum, sosial, dan 
ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam 
mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan 
dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
pemberdayaan perempuan, lembaga penyedia layanan 
kualitas keluarga. 

c. pelaksanaan koordinasi pelembagaan pengarustitamaan 
gender; 

d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data gender; 

e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data gender; 

f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dibidang 
pelembagaan pengarusutamaan gender, b1dang 
pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum, 
sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas 
keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan 
bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 
layanan kualitas keluarga dan bidang.· pengumpulan, 
pengolahan, analisis serta penyajian data gender; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang 
pemberdayaan perempuan dibiang politik, hukum, 
sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas 
keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan 
bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 
layanan kualitas keluarga dan bidang pengumpulan, 
pengolahan; 

h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi 
terkait; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas terkait dengan_tugasnya. 

Pasal 11.. ... 
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Pasal II 

Peraturan W ali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota m1, dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang. 

I 

Diundangkan di Palembang 
pada tanggal 'l-; ~~'«.VII~( 2023 
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, 

C ::::;: .. ~ 
/+ II 

GUNAWAN 
BERITA DAER.AH' KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR 34 



LAMPIRAN 
PERATURAN WALi KOTA PALEMBANG 
NO MOR 3 ti TAHUN 2023 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 
2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALEMBANG 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALEMBANG 

I KEPALA DINAS I 
I SEKRETARIAT I 

KELOMPOK JABATAN I 
FUNGSIONAL I I 

SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN PERENCANAAN 
DAN KEPEGAWAIAN DAN PELAPORAN 

I I I I 

BIDANG KUALITAS BIDANG PEMENUHAN BIDANG PERLINDUNGAN BIDANG PERLINDUNGAN 

HIDUP PEREMPUAN HAKANAK PEREMPUAN KHUSUSANAK 

UNIT PELAKSANA I 
TEKNIS WA;j ~ O'l'!f(>~l\,fBANG, 

~' 


